LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

2 {GEMAAFIFRN LGA AL

NOMOR 2 TAHUN 2008 SERIC

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2001 TENTANG PARKIR DI BADAN JALAN
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2001 telah diatur ketentuan
Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan
sarana tempat parkir kendaraan dengan
menggunakan sebagian badan jalan,
diperlukan sarana dan prasarana Yyang
memadai dan terpelihara, sehingga perlu
menyesuaikan tarip retribusi parkir di badan
jalan yang dituangkan dalam Peraturan
Daerah dengan  mengubah Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2001;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2818);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang

Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2853);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
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6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3480);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
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10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3529);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001  Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia 4129);
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22.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu
Lalu Lintas;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir
untuk Umum;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir
Kendaraan Bermotor di Jalan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73
Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96
Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
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24.
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Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985
tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap
Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat
Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Cirebon Tahun
1986 Nomor 4 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1991
tentang Penempatan Rambu-rambu Lalu
Lintas di Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Cirebon
Tahun 1991 Nomor 15 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001
tentang Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004
Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004
tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah
pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);
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